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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa mengiringi rampungnya 

proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas  Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman Tahun 2016-

2021. Atas rahmat dan ridho-Nya, maka rencana program dan kegiatan pembangunan dibidang ke PU an dalam bentuk 

Renstra ini dapat diselesaikan.  

Pada kesempatan ini, kami atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman  mengucapkan 

terima kasih kepada Bapak Bupati Pasaman dan semua pihak yang telah banyak memberi saran dan pemikiran yang amat 

berharga dalam proses penyusunan Renstra ini, serta kepada  Dinas terkait  selaku mitra kerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang Kabupaten Pasaman atas perhatian, kritik, dan sarannya bagi penguatan substansi Renstra ini.  

Renstra Bidang ke PU an disusun bertolak dari realitas yang ada, bahwa bidang sarana dan prasarana memiliki 

peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, social, budaya serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai 

modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan 

menghubungkan antara wilyah pengembangan sarana dan prasarana sumber daya air di tujukan untuk mendukung 

ketahanan pangan nasional dan penyediaan air untuk berbagai keperluan masyarakat. 

Demikian pula sarana dan prasarana lainnya seperti jalan, jembatan, sarana dan prasarana dasar permukiman 

yang merupakan modal esensial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonominya. 

Dengan telah disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini diharapkan dapat menjadi dasar 

penyusunan Rencana Kerja Tahunan tentunya juga semoga dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholders terutama dalam 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di masa masa yang akan datang. 

Demikianlah sambutan kami dalam menghantarkan Rencana Strategis ini kehadapan Bapak Bupati beserta kita 

semua diiringi doa dan harapan semoga bermanfaat terutama dalam proses  pelaksanaan pembangunan menuju 

masyarakat kabupaten pasaman yang maju dan berkeadilan. 

 

 

 Lubuk Sikaping,        Januari 2017 

  

 KEPALA DINAS 

 

 

 Drs. YASRI URIPSYAH, M.Si 

 NIP. 19650123 199308 1 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang. 

 

Rencana Stategis ( Renstra ) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2016 – 

2021 merupakan penjabaran Visi, Misi dan program Dinas yang penyusunannya 

berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 

Kabupaten Pasaman tahun 2016 – 2021. 

 

Dalam visi, misi dan program yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Pasaman tahun 

2016–2021, yaitu “ 

TERWUJUDNYAMASYARAKATKABUPATENPASAMANYANGSEJAHTERA,AGAMISDAN 

BERBUDAYA”terdapat tiga rumusan masing-masing yang berkaitan langsung dengan tugas 

pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya dijadikan dasar 

penyusunan Renstra ini, yaitu : 

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ( Good Govermanse and 

Clean Goverman ), menegakkan supremasi hukum dan meningkatkan pelayanan Publik 

serta bebas dari KKN ( Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ). 

2. Mengolah sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. 

3. Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas umum. 

 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Nomor 21 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah dan melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati 

Pasaman Nomor 6 tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi. 

 

 Sesuai uraian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman, 

dalam Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan 
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Tata Ruang adalah menyelenggarakan tugas Pemerintahan Daerah berdasarkan azas 

otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

1.2. Dasar Hukum. 

 

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembatan Negara Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 

Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan 

Pembangunan Nasional ; 

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukinan ; 

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang ; 

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup ; 

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung ; 

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ; 

8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air ; 

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional ; 

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ; 

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 Tentang Kawasan Siap Bangun dan 

Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum ; 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman 

(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 21). 

16. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok 

dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman 

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6). 

17. Surat Bupati Pasaman Nomor 050/22/Litbang/Bappeda-2016tanggal 28 Januari 

2016 Perihal Penyusunan Rancangan Renstra SKPD. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan. 

 

Untuk mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Kabupaten Pasaman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang perlu mempersiapkan  

Rancangan Rencana Strategis sehingga setelah ditetapkan RPJM, rancangan ini akan 

disempurnakan menjadi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Kabupaten Pasaman. 

 

Rencana Strategis ini merupakan gambaran umum dari Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang Kabupaten Pasaman dalam menjalankan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat 

Daerah , Gambaran umum kondisi daerah di Bidang Ke PU an sesuai dengan Tugas dan 

Fungsi berupa standar pelayanan minimum,Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan serta 

Program, Kegiatan yang akan diwujudkan pada Tahun 2016-2021. 

 

 Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

ini, kiranya dapat menggambarkan kiprah Dinas pekerjaan dalam membantu kepala 

daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan umum di bidang ke PU-an yaitu 

mempersiapkan sarana dan Prasarana Transportasi, Penyediaan Irigasi dan Pengelolaan 

Sungai, Penyediaan Sarana dan Prasarana Tata Ruang dan Pemukiman, disamping 

membina usaha jasa konstruksi dalam peningkatan peran dan profesionalitas demi 

terciptanya Pembangunan Kabupaten Pasaman yang sejahtera, agamis dan berbudaya. 
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1.4. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. 

 

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah secara umum erat kaitannya 

dengan kebijakan pembangunan daerah periode 2016-2021 yang akan datang, 

sebagaimana kita ketahui bahwa Rencana Strategis erat kaitannya dengan Rencana Umum 

Tata Ruang dan Wilayah (RUTRW) Kabupaten Pasaman yang berorientasi kepada 

Pengelolaan kawasan yang berdaya guna dan berhasil guna. 

 

Hubungan Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan 

dokumen perencanaan lainnya antara lain : 

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional; 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional; 

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Propinsi Sumatera Barat; 

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Propinsi Sumatera Barat; 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pasaman; 

6. Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Kabupaten Pasaman. 

 

1.5. Sistematika Penulisan. 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 

Pasaman Tahun 2016-2021, disusun dengan sistematika penulisan yang berpedoman 

kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum 

penyusunan, hubungan  dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan 

serta maksud dan tujuan penyusunan. 
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BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

Bab ini berisikan tentang uraian gambaran umum Satuan Keja Perangkat Daerah dan 

pelayanan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 

Pasaman. 

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Menjelaskan tentang isu-isu strategis pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021 yang berkaitan erat dengan isu-isu 

strategis pada RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021. 

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

Bab ini menguraikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan 

yang hendak dicapai dan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan yang diadopsi 

dari visi dan misi RPJMD. 

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN 

PENDANAAN INDIKATIF 

Bab ini berisikan tentang Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok 

sasaran serta pendanaan indikatif yang dibutuhkan dalam melaksanakan setiap 

program dan kegiatan. 

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD 

Pada bab ini menguraikan tentang penetapan indikator kinerja SKPD yang mengacu 

kepada tujuan dan sasaran RPJMD untuk memberi gambaran tentang ukuran 

keberhasilan pencapaian visi dan misi pada akhir masa perencanaan SKPD. 
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BAB II 

TUGAS DAN FUNGSI OPD 

 

2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi 

 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Pasaman adalah unit kerja yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang 

pekerjaan umum. 

 

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakaan teknis di bidang Pekerjaan Umum. 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan 

Pekerjaan Umum. 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum meliputi urusan bidang 

Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang. 

4. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT), Balai Peralatan dan Perbekalan serta 

Pembinaan Balai Laboratorium dan Pengujian Dinas Pekerjaan Umum. 

5. Melaksanakan urusan Ketata Usahaan Dinas. 

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

    Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas dengan tugas sebagai berikut : 

a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang Pekerjaan 

Umum, yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program di 

bidang Pekerjaan Umum. 
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b. Memberikan data dan informasi mengenai situasi di bidang Pekerjaan Umum serta 

memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam 

mengambil keputusan. 

c. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan 

dalam bidang pekerjaan umum. 

d. Mempertanggung jawabkan tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional 

kepada kepala daerah. 

e. Memeliharan dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, dedikasi 

loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas. 

f. Membina unsur-unsur dinas dan mengembangkan tugas-tugas dinas sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

g. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical untuk 

kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas. 

h. Melaksanakan tata usaha dinas dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta 

memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional. 

i. Mengusulkan penetapan pegawai dan jabatan tertentu dalam lingkungan dinas 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah. 

 

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibantu  oleh sekretaris yang memimpin 

pada sekretariat dan 4 (empat) kepala bidang yaitu Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan 

Tata Ruang. 

 

Sekretaris Dinas adalah memimpin sekretariat dinas yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu kepala Dinas 

mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara 

terpadu serta tugas-tugas pelayanan administrative. 

 

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas. 

b. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu. 
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c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, dan 

asset serta urusan rumah tangga dinas. 

d. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, 

pertanggung jawaban dan laporan keuangan. 

e. Penyiapan data dan bahan evaluasi serta laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai 

pertanggung jawaban tugas pada atasan. 

f. Penyusunan draf rancangan peraturan daerah di bidang pekerjaan umum. 

g. Penyusunan rencana kerja tahunan dinas. 

h. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kinerja dinas secara berkala seperti; 

AKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD, RENSTRA dan lain-lain. 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. 

 

Sekretariat dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh kepala sub 

bagian antara lain : 

 Sub Bagian Umum 

 Sub Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaporan 

 

Disamping Sekretriat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya dibantu oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada 

kepala Dinas dan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

 

1. BIDANG BINA MARGA 

 

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang kepala bidang, berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris mempunyai tugas 

melaksanakan  tugas dinas di bidang bina marga dengan fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis 

bidang bina marga. 

b. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan desa / nagari 

berdasarkan kebijakan nasional dibidang jalan dengan memperhatikan keserasian 

antar daerah dan antar kawasan. 
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c. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan desa / 

nagari. 

d. Penetapan status jalan kabupaten dan desa / nagari. 

e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten dan 

desa / nagari. 

f. Perencanaan teknis, pemograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta 

pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan desa / nagari. 

g. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan jalan kabupaten  

h. Memberikan bimbingan dan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para 

aparatur penyelenggara jalan kabupaten / nagari. 

i. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemamfaatan ruang 

mamfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan. 

j. Pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan kabupatden dan desa / 

nagari. 

k. Pembangunan jalan dan jembatan kabupaten dan pembiayaan pembangunan jalan 

dan jembatan kabupaten dan desa / nagari. 

l. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten dan desa / nagari. 

m. Pengoperasian dan Pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten dan  desa /nagari. 

n. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan desa / nagari. 

o. Pengendalian fungsi dan mamfaat hasil pembangunan jalan / jembatan pada jalan 

kabupaten dan desa / nagari. 

p. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan. 

q. Pengembangan sistim imformasi jasa konstruksi 

r. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi. 

s. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi tingkat kabupaten 

t. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten. 

u. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan. 

v. Pengawasan tata lingkungan  

w. Pengawasan sesuai kewenangan untuk terpenuhi tertib penyelenggaraan pekerjaan 

konstruksi. 
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x. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban tugas 

pada atasan  

y. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas. 

 

    Bidang Bina Marga dalam menjalankan tugas dan fungsi dibantu oleh beberapa 

kepala seksi antara lain : 

 Seksi Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga 

 Seksi Pemeliharaan jalan dan jembatan 

 Seksi pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan. 

 

2. BIDANG PENGAIRAN 

Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang kepala bidang, berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris mempunyai tugas 

melaksanakan  tugas dinas di bidang pengairan dengan fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis 

bidang pengairan. 

b. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten. 

c. Penetapan pola pengelolaan dan rencana pengelolaan sumber daya air pada 

wilayah sungai dalam kabupaten. 

d. Penetapan dan pengalokasian kawasan lindung sumber daya air pada wilayah sungai 

dalam kabupaten. 

e. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan / atau 

pada wilayah sungai dalam kabupaten. 

f. Pembentukan komisi irigasi kabupaten. 

g. Penjagaan efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan 

sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten.  

h. Pemberian izin pembangunan, pemamfaatan, pengubahan dan / atau 

pembongkaran bangunan dan / atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan 

sekunder pada daerah irigasi. 
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i. Pembangunan dan Peningkatan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah 

irigasi. 

j. Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi sistim irigasi primer dan sekunder 

pada daerah irigasi dalam kabupaten, yang luasnya kurang dari 1.000 Ha. 

k. Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi sungai, danau dan waduk pada 

wilayah sungai. 

l. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan 

pengusahaan sumber daya air dan pengusahaan air tanah pada wilayah sungai. 

m. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air 

tingkat kabupaten. 

n. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten. 

o. Penetapan kebijakan konservasi sumber daya air pada wilayah sungai. 

p. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai. 

q. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten. 

r. Penyelenggaraan sistim imformasi sumber daya air. 

s. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. 

t. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air 

minum dan penetapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyelenggara 

sistim penyediaan air minum (SPAM). 

u. Penetapan peraturan daerah tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) 

pelayanan prasarana dan sarana air minum berdasarkan standar pelayanan minimal 

(SPM) yang disusun pemerintah dan propinsi. 

v. Pemberian izin penyelenggaraan pengembangan sistim penyediaan air minum 

kabupaten. 

w. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum diwilayah 

kabupaten termasuk kepada badan pengusahaan pelayanan (Operator Badan Usaha 

Milik Daerah). 

x. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan 

system penyediaan air minum. 

y. Pengembangan system penyediaan air minum diwilayah kabupaten untuk 

pemenuhan standar pelayanan minimal. 
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z. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban tugas 

pada atasan. 

aa. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas. 

 

Bidang Pengairan dalam menjalankan tugas dan fungsi dibantu oleh beberapa 

kepala seksi antara lain : 

 Seksi Perencanaan Teknis Bidang Pengairan 

 Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi. 

 Seksi Pengembangan Sumber Daya Air. 

 

3. BIDANG CIPTA KARYA  

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang kepala bidang, berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris mempunyai tugas 

melaksanakan  tugas dinas di bidang pengairan dengan fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis 

bidang Cipta Karya. 

b. Penetapan Program, Kebijakan dan strategi pembangunan sarana dan prasarana 

perkotaan dan nagari jangka panjang dan jangka menengah. 

c. Mempersiapkan rancangan perda-perda yang berkaitan dengan bidang cipta karya, 

seperti perda pengembangan perkotaan dan nagari, perda kebijakan dan strategi 

penanggulangan dan pencegahan pemukiman kumuh, perda mengenai bangunan 

gedung lingkungan, perda-perda tentang norma, standar, prosedur dan kriteria 

drainase dan pemutusan genangan dan lainnya. 

d. Penetapan kebijakan dan strategi mengenai bangunan gedung dan lingkungan dan 

kelembagaan bangunan gedung. 

e. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi melalui pengembangan system 

imformasi jasa konstruksi dan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi. 

f. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan 

teknologi jasa konstruksi dan melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan 

penyuluhan. 
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g. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggaraan drainase dan 

pematusan genangan. 

h. Penyusunan rencana induk prasarana dan sarana drainase dan penyelenggaraan 

pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase perkotaan dan 

nagari dan penyelesaian permasalahan operasionalisasi system drainase dan 

penanggulangan banjir serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 

i. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan 

nagari dan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan. 

j. Penyelenggaraan kerjasama / kemitraan antara pemerintah daerah / dunia usaha / 

masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan 

dan nagari. 

k. Pembentukan lembaga / badan pengelola pembangunan perkotaan dan nagari. 

l. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan dan melaksanakan 

pengawasan dan pengendalian pemukiman kumuh. 

m. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan 

masyarakat. 

n. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara yang menjadi 

asset pemerintah kabupaten. 

o. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pedoman dan 

standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 

p. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemamfaatan dan pembongkaran 

bangunan gedung. 

q. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban tugas 

pada atasan. 

r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas. 

Bidang Cipta karya dan tata Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsi dibantu oleh 

beberapa kepala seksi antara lain : 

 Seksi Perencanaan Teknis Bidang Cipta Karya. 

 Seksi Prasarana Lingkungan, Air Minum dan Sanitasi. 

 Seksi Bangunan Gedung. 
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4. BIDANG TATA RUANG 

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang kepala bidang, berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris mempunyai tugas 

melaksanakan  tugas dinas di bidang pengairan dengan fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis 

bidang Tata Ruang. 

b. Penetapan Program, Kebijakan dan strategi perencanaan menegenai penataan 

ruang jangka panjang dan jangka menengah. 

c. Mempersiapkan rancangan perda-perda yang berkaitan dengan bidang tata ruang, 

seperti , perda kebijakan dan strategi kawasan siap bangun (Kasiba) / lingkungan 

siap bangun (Lisiba), perda tentang norma, standar, prosedur dan kriteria kasiba, 

lisiba, perda kebijakan dan strategi penanggulangan dan pencegahan pemukiman 

kumuh,  perda kebijakan dan strategi pembangunan kawasandan lainnya. 

d. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi melalui pengembangan system 

imformasi jasa konstruksi dan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi. 

e. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan 

teknologi jasa konstruksi dan melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan 

penyuluhan. 

f. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi dan pengawasan tata lingkungan dan 

tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. 

g. Pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan 

system drainase dan pengendali banjir. 

h. Penyelenggaraan kerjasama / kemitraan antara pemerintah daerah / dunia usaha / 

masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan 

dan nagari. 

i. Pembentukan lembaga / badan pengelola pembangunan perkotaan dan nagari. 

j. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK dan terhadap pelaksanaan 

pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan nagari. 

k. Pelaksanaan pembangunan Kasiba / Lisiba, penetapan izin lokasi Kasiba / Lisiba, 

serta pengawasan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan 
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Kasiba / Lisiba dan pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat 

penyelenggara penanganan kawasan kumuh nperkotaan. 

l. Penetapan status serta pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung 

dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal. 

m. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemamfaatan dan pembongkaran 

bangunan gedung. 

n. Penyelenggaraan izin mendirikan bangunan (IMB) gedung, pendataan bangunan 

gedung dan penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung 

adat, semi permanent, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi 

bencana. 

o. Penyusunan dan penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL). 

p. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban tugas 

pada atasan. 

q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas. 

 

Bidang Tata Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsi dibantu oleh beberapa 

kepala seksi antara lain : 

 Seksi Perencanaan Teknis Bidang Tata Ruang. 

 Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang. 

 Seksi Pengaturan Penata Ruang. 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur Organisasi Dnas Pekerjaan Umum dan Tata Kabupaten Pasaman terdiri 

dari : 

Kepala Dinas 

Sekretraris : 

- Kasubag Umum 

- Kasubag Keuangan dan Evaluasi Pelaporan 
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Bidang Bina Marga :  

- Kasi Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga 

- Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

- Kasi Pembangunan, Peningkatan jalan dan jembatan 

Bidang Pengairan : 

- Seksi Perencanaan Teknis Bidang Pengairan 

- Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi 

- Seksi Pengembangan Sumber daya air 

Bidang Cipta Karya : 

- Seksi Perencanaan Teknis Bidang Cipta Karya 

- Seksi Prasarana Lingkungan, Air Minum dan Sanitasi  

- Seksi Bangunan Gedung 

Bidang Tata Ruang : 

- Seksi Perencanaan Teknis Bidang Tata Ruang 

- Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang  

- Seksi Pengaturan Penataan Ruang 

 

2.2. Sumber Daya OPD 

 

Untuk mendukung operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 

Pasaman, tersedia sumber daya aparatur dan prasarana mobilitas serta fasilitas yang 

dimiliki. 

 

a. Sumber daya aparatur 

Gambaran sumber daya aparatur dapat dilihat pada table berikut. 

Tabel 1.1.  Jumlah Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten  

Pasaman Tahun 2017. 
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No. Unit Kerja PNS Kontrak Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Kepala Dinas 

Sekretariat 

Bidang Bina Marga 

Bidang Pengairan 

Bidang Cipta Karya  

Bidang Tata Ruang 

UPT Balai Peralatan dan Perbekalan 

UPT Balai Laboratorium & Pengujian 

UPTD Wilayah I 

UPTD Wilayah II 

UPTD Wilayah III 

1 

25 

14 

14 

14 

10 

4 

4 

16 

16 

6 

- 

1 

3 

1 

3 

2 

13 

- 

- 

- 

1 

1 

26 

17 

15 

17 

12 

17 

4 

16 

16 

7 

 Total  … 124 24 148 

 

Pembagian Pegawai menurut golongan, dapat dilihat pada table berikut. 

Tabel 1.2.  Jumlah PNS menurut Golongan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Kabupaten Pasaman Tahun 2017. 

No. Golongan Jumlah Pegawai Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

IV 

III 

II 

I 

3 

61 

49 

14 

 

 Total 127  

 

Pembagian PNS menurut tingkat pendidikan, dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 1.3.  Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan pada Dinas Pekerjaan Umum    dan  

                    Tata Ruang Kabupaten Pasaman Tahun 2017. 
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No. Tingkat Pendidikan Jumlah  Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

S.3 

S.2 

S.1 

D.III 

SLTA 

SLTP 

SD 

- 

3 

44 

8 

56 

13 

3 

 

 Total 127  

 

b. Sarana dan Prasarana. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman menempati gedung 

yang terletak pada jalan Jendral Sudirman No. 45 Lubuk Sikaping. Pada lokasi kantor 

sekarang juga berkantor UPT Prasarana Jalan dan jembatan Propinsi Sumatera Barat. 

Status tanah kantor masih milik / asset Propinsi Sumatera Barat, demikian juga 

sebagian bangunan yang ada di lokasi tersebut. 

Untuk Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) juga telah menempati kantor tersendiri yang 

berlokasi sebagai berikut : 

1. UPT Balai Peralatan dan Perbekalan di Lubuk Sikaping 

2. UPT Balai Laboratorium dan Pengujian d Lubuk Sikaping 

3. UPT Wilayah I di Bonjol ( Kecamatan Bonjol, Simpati, Tigo Nagari dan Lubuk Sikaping ). 

4. UPT Wilayah II di Ampang Gadang ( Kecamatan Panti, Duo Koto, Padang Gelugur dan 

Rao Selatan ). 

5. UPT Wilayah III di Rao ( Kecamatan Rao, Rao Utara, Mapat Tunggul dan Mapat Tunggul 

Selatan ). 
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Berdasarkan data yang ada saat ini, dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman 

Tahun 2016. 

No. Sarana / Prasarana Jumlah  Kondisi 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14.   
15. 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
 
 

1. 
2. 

a. Sarana Mobilitas 
Bull Dozer 
Motor Greader 
Excavator 
Truck Maintenance 
Backhoe Loader 
Compressor lain-lain 
Portable Generating Set 
Pick Up 
Truck Trailer 
Compactor Roller 
Mesin Gilas Roda 3 
Stoom walls 
Baby Roller 
Mini Bus ( Penumpang 14 Org. Kebawah) 
Kendaraan Roda 2 
 
b. Sarana Gedung. 
Rumah dinas 
Gedung Dinas PU Kab. Pasaman 
Gedung UPT Balai Peralatan dan Labor 
Gedung UPT WilayahI, II dan III 
 
c. Fasilitas Kantor. 
Meja 
Kursi 

 
1 Unit 
1 Unit 
1 Unit 
1 Unit 
3 Unit 
1 Unit 
3 Unit 
2 Unit 
1 Unit 
1 Unit 
3 unit 
1 unit 
2 unit 
14 unit 
70 Unit 
 
 
1 Unit 
1 Unit 
2 Unit 
3 Unit 
 
 
103 Buah 
166Buah 

 
Baik 
Rusak Ringan 
Baik 
Baik 
2 Baik, 1 rusak berat 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
1 Baik, 2 rusak berat 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
 
 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
 

 

2.3. Pelayanan OPD 

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang ke PU-an, 

terdapat beberapa jenis pelayanan antara lain : 

1. Bidang Bina Marga ; memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana jalan dan 

jembatan Kabupaten Pasaman. 

2. Bidang Pengairan ; memelihara sarana dan prasarana jaringan irigasi dan perbaikan alur 

sungai di Kabupaten Pasaman. 
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3. Bidang Cipta Karya; menyediakan sarana dan prasarana bangunan Pemerintah, 

perbaikan drainase perkantoran dan permukiman daerah Kabupaten Pasaman. 

4. Bidang Tata Ruang ; mengendalikan, mengawasi dan mengatur pemanfaatan ruang dan 

tata kota dalam wilayah Kabupaten Pasaman 
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BAB  III 

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

Pembangunan di Bidang ke PU-an selama ini pada dasarnya telah menghaslkan 

kemajuan dan perkembangan yang cukup positif, namun demikian masih terdapat 

beberapa permasalahan yang mendesak dan perlu di upayakan pemecahannya pada masa 

lima tahun ke depan. 

 

Dari uraian gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan dalam 

rangka pemecahan masalah ke depan dapat ditarik beberapa Isu Strategis, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur berupa jalan dan jembatan masih rendah. 

Misalnya Kabupaten Pasaman dengan topografi yang bergelombang dan banyak 

terdapat sungai-sungai. Penyebaran pemukiman penduduk yang mempunyai jarak 

tempuh yang jauh  seperti di Mapat Tunggul, Mapat Tunggul Selatan, Duo Koto dan 

Kecamatan Tigo Nagari dengan kondisi jalan dan jembatan sangat memprihatinkan. 

Tantangan utama dalam pembangunan Pasaman yang berkeadilan adalah mengurangi 

ketimpangan pembangunan antar wilayah dan mengurangi waktu tempuh dan jarak 

tempuh antar wilayah. 

2. Penataan bangunan dan lingkungan belum optimal.  Upaya pengendalian pemanfaatan 

ruang untuk menjadikan lingkungan binaan baik di perkotaan maupun di perdesaan, 

khususnya menjadi fisik bangunan gedung dan lingkungan, tantangan pembangunan 

Pasaman yang berkeadilan adalah menegakkan aturan penataan keselamatan bangunan 

gedung agar tertib, fungsional, amdal dan efisiensi serta serasi dan selaras dengan 

lingkungannya. 

3. Kinerja pengelolaan sumber daya air, ( kelembagaan, pengembangan dan pengelolaan 

irigasi / rawa ) belum optimal. Upaya efisiensi penggunaan air irigasi yang saat ini 

cendrung boros serta meningkatkan kwalitas sumber daya manusia ( SDM ) agar kinerja 

operasi dan pemeliharaan irigasi meningkat. Tantangan pembanguna Pasaman yang 
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berkeadilan adalah menghilangkan potensi konflik pengelolaan sumber daya air yang 

ditimbulkan oleh ketersediaan air yang tidak merata antar wilayah. 

4. Ketersediaan, kwalitas serta akses terhadap sitem data dan sumber daya ke PU-an. 

Sistem data dan informasi yang minim dan belum terintegrasi menyebabkan belum 

mendukung kinerja SKPD sendiri. Standar kualitas data dan informasi juga masih 

rendah, sehingga belum dapat di akses secara cepat dan tepat. 

5. Sarana gedung perkantoran yang belum memasai dalam pengelolaan program, kegiatan 

serta penyimpanan arsip. 

6. Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang belum memadai untuk mendukung 

capaian kinerja tahunan.  

7. Terbatasnya pendanan untuk mendukung keberhasilan tugas dan fungsi ke PU-an. 

Terbatasnya anggaran Pemerintah baik untuk investasi, operasi maupun pemeliharaan 

di bidang ke PU-an membuat tugas ke PU-an belum berjalan secara optimal. 
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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

4.1. VISI DAN MISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 

 

Bertitik tolak dari rumusan misi yang tertuang dalam Rencana pembangunan jangka 

panjang daerah ( RPJMD ) Kabupaten Pasaman tahun 2016 – 2021 dinyatakan bahwa 

untuk mendorong terciptanya masyarakat yang maju agar mampu menjadi subjek 

pembangunan dan sekaligus sebagai objek pembangunan dalam kerangka otonomi daerah 

dan isu globalisasi.  

 

Pendekatan pembangunan kedepan harus dengan mengedepankan perwujudan 

kesejahteraan yang agamais dan berbudaya. Selain dengan pemberdayaan masyarakat 

secara langsung terhadap pembangunan juga perlu ditunjukkan dengan pembangunan 

yang merata di semua bidang mulai dari ibu kota Kabupaten sampai pada Nagari dan 

Jorong terpencil dan tertinggal melalui peningkatan keterkaitan kegiatan pembangunan 

ekonomi. 

 

Diantara prasyarat untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur sangat 

diperlukan. Sementara untuk terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat, maka fasilitas 

umum harus  diberikan perhatian utama. Selanjutnya masyarakat Kabupaten Pasaman 

yang sejahtera, agamais dan berbudaya akan dapat diwujudkan. 

 

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, kekuatan dan 

kelemahan, tantangan dan peluang yang ada maka Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang 

Kabupaten Pasaman Menyatakan Visi yang hendak dicapai dalam tahapan Pembangunan 

Jangka Menengah Kabupaten Pasaman tahun 2016 – 2021 adalah : 

 

“ Terwujudnya Pelayanan Teknis Bidang Pekerjaan Umum Menuju Masyarakat 

Kabupaten Pasaman Yang Sejahtera”. 
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Untuk memberikan gambaran yang jelas pada visi tersebut, berikut ada dua kalimat 

kunci yang perlu dijelaskan sebagai berikut : 

Pelayanan Teknis  

 

: Adalah suatu usaha yang dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ke 

PU-an agar terjamin keselamatan, keamanan 

dan kenyamanan termasuk pada daerah rawan 

bencana dengan menegakkan aturan yang 

berlaku. 

Masyarakat yang Sejahtera : Adalah suatu kondisi masyarakat Kabupaten 

Pasaman yang aman, makmur dan sentosa, 

ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan 

sarana dan prasarana infrastruktur dalam 

upaya meningkatkan perekonomian 

masyarakat. 

 

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan di laksanakan 

untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu misi merupakan tindakan nyata yang harus 

dilaksanakan dalam proses mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan 

2. Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi dan alur sungai 

3. Meningkatkan kwalitas bangunan gedung dan lingkungan permukiman 

4. Meningkatkan kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang 

 

4.2. TUJUAN DAN SASARAN 

 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi. Tujuan adalah hasil 

akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan demikian, 

maka berdasarkan visi – misi yang telah ditetapkan dirumuskan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan 

2. Meningkatkan kesadaran pengguna sarana dan prasarana jalan dan jembatan 
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3. Meningkatkan keandalan system data dan informasi jalan dan jembatan 

4. Meningkatkan ketersediaan dan menjaga kelestarian sumber daya air 

5. Meningkatkan layanan jaringan irigasi dan pengendalian banjir 

6. Meningkatkan keandalan system data dan informasi sumber daya air 

7. Meningkatkan jumlah bangunan gedung untuk umum yang laik fungsi 

8. Mewujudkan kawasan dan bangunan lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, 

produktif dan berkelanjutan 

9. Mewujudkan perencanaan fisik dan bangunan yang mempunyai standar  

10. Mewujudkan kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang 

 

Berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka sasaran yang 

ingin diwujudkan adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan 

2. Meningkatnya keselamatan pengguna sarana dan prasarana jalan dan jembatan 

3. Meningkatnya keandalan system data dan informasi jalan dan jembatan 

4. Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya sumber daya air 

5. Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan pengendalian banjir 

6. Meningkatnya keaandalan system data dan informasi sumber daya air 

7. Meningkatnya jumlah bangunan gedung untuk umum yang laik fungsi 

8. Terwujudnya kawasan dan bangunan, lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur 

dan produktif serta berkelanjutan 

9. Terwujudnya perencanaan fisik dan bangunan yang memenuhi standar 

10. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang 

 

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan 

secara konseptual, autentik, realistis, rasional dan konperhensif. Strategi yang akan 

diwujudkan dalam kebijakan dan program merupakan cara terpilih untuk mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah di tentukan sebagai penjabaran visi dan misi yang ditetapkan.  
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Olehkarena itu strategis yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta kebijakan 

dari setiap strategi adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut : 

 

Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 

Pasaman. 

 

VISI :  “Terwujudnya Pelayanan Teknis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Menuju 

Masyarakat Kabupaten Pasaman Yang Sejahtera”. 

 

MISI  I Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan. 

Tujuan Sasaran  Strategi  Kebijakan 

I : 
 
 

II : 
 
 

III. 

I : 
 
 

II : 
 
 

III. 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 

Memantapkan kondisi jalan dan 
jembatan 
 
Mengurangi resiko kecelakaan 
pengguna jalan dan jembatan 
 
Mempercepat waktu dan 
memperpendek jarak tempuh 
 
Menyusun pola dan rencana 
pemeliharaan jalan dan jembatan. 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 

Peningkatan jalan dan jembatan 
 
 
Pemeliharaan jalan dan jembatan 
 
 
Penyusunan data base ajalan dan 
jembatan 

 

MISI  II  Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi dan alur sungai 

Tujuan Sasaran  Strategi  Kebijakan 

IV : 
 
 
 

V : 
 
 
 

VI.        

IV : 
 
 
 

V : 
 
 
 

VI. 

1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 

Menjaga dan melindungi sumber daya 
air 
 
 
Meningkatkan dan menjaga layanan 
irigasi 
 
Membangun dan merehab prasarana 
pengendalian banjir 
 
Menyusun pola dan rencana 
pengelolaan sumber daya air. 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 

Meningkatkan pembinaan kegiatan 
pengelolaan sumber daya air dan 
meningkatkan SDM 
 
Meningkatkan kegiatan operasi dan 
Pemeliharaan jaringan irigasi 
 
Meningkatkan keandalan system data 
dan informasi sumber daya air. 
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MISI  III  Meningkatkan kwalitas bangunan gedung dan lingkungan permukiman 

Tujuan Sasaran  Strategi  Kebijakan 

VII : 
 

 
 

VIII : 
 

 
IX.        

VII : 
 
 

 
VIII : 

 
 

IX. 

1. 
 
 

 
2. 
 

 
3. 
 

 

Menyelenggarakan penataan 
bangunan gedung agar tertib 
fungsional, amdal dan efisien. 

 
Menyelenggarkan penataan 
lingkungan permukiman agar produktif 
dan berjati diri. 
Menyusun perencanaan bangunan 
gedung dan lingkungan dengan 
teknologi dan rekayasa arsitektur. 

1. 
 
 

 
2. 
 

 
3. 

Meningkatkan pemahaman kesadaran 
dan kemampuan masyarakat untuk 
memenuhi persyaratan bang. Gedung 
dan penataan lingkungan permukiman. 
Meningkatkan kapasitas 
penyelenggaran dalam penataan 
permukiman. 

Meningkatkan kualitas lingkungan untuk 
mendukung pengembangan jati diri dan 
produktivitas masyarakat. 

 

MISI  IVMeningkatkan kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang 

Tujuan Sasaran  Strategi  Kebijakan 

X : 
 
 

 
XI: 

 

X : 
 
 

 
XI: 

 

1. 
 

 
 

2. 
 

Menyusun instrumen / regulasi 
perencanaan, pengawasan, dan 
pengendalian penataan ruang. 
 
Menyelenggarakanpemanfaatan ruang 
berdasarkan kesesuaian tata ruang. 

1. 
 

 
 
2. 
 

 

Meningkatkan instrumen / regulasi 
perencanaan, pengawasan, dan 
pengendalian penataan ruang. 
 

Meningkatkan pemanfaatan ruang 
berdasarkan kesesuaian tata ruang. 

 

Berdasarkan table diatas dapat dilihat keterkaitan atau hubungan antara setiap 

strategi dengan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. Keterkaitan atau hubungan antara setiap strategi dan arah kebijakan sangat erat 

sekali. Hal ini dapat dilihat bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu ditetapkan 

strategi dan setiap strategi dijabarkan kepada arah kebijakan. Setiap arah kebijakan nanti 

akan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan. 

Apabila setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan 

memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan, maka arah kebijakan akan terwujud dan 

apabila setiap arah kebijakan dapat terlaksana dengan baik, maka berarti strategi juga akan 

dapat terwujud. Demikian juga hal dengan strategi bahwa apabila setiap strategi dapat 

diwujudkan maka sasaran akan dapat diwujudkan dan apabila setiap sasaran dapat 

diwujudkan maka tujuanpun akan tercapai. Apabila setiap tujuan dapat dicapai maka misi 

akan dapat dicapai dan apabila setiap misi telah dapat diraih maka pada akhirnya visi pun 

akan dapat diwujudkan. 
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BAB V 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN 

DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

Berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Pasaman tahun 2016-2021, maka untuk 

mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 

Pasaman disusun suatu bentuk Rencana Program kegiatan, indikator kinerja, kelompok 

sasaran dan pendanaan indikatif yang terintegrasi antar fungsi yang berkesinambungan dan 

berkelanjutan.   

Penyusunan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan 

dalam renstra ini adalah bersifat indikatif dan sekaligus memuat tentang pencapaian target 

pendanaan pada akhir periode perencanaan dan masa transisi dan kerangka pendanaan 

disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, bersumber dari APBD Kabupaten Pasaman, 

ABPD Provinsi Sumatera Barat, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah. 

Indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan selama tahun 2016-

2021 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang dilakukan berdasarkan bidang bidang 

yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan hasil dari pengamatan serta aspirasi dan 

informasi yang muncul dan berkembang di tengah tengah masyarakatyang kemudian 

dituangkan dalam tabel sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang Kabupaten Pasaman. 

 

Tujuan Sasaran Indikator 
Sasaran 

Kode Program  
dan 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(Outcome) dan 
Kegiatan (Output) 

Data 
Capaian 

pada tahun 
awal 

Perencanaan 

 
Tahun 1 

 
Tahun 2 

 
Tahun 3 

 
Tahun 4 

 
Tahun 5 

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

Periode Renstra 
SKPD 

Unit Kerja 
SKPD 

Penanggun
g jawab 

 
Lokasi 

       Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  15 16 17 18 19 20 21 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

 



33 

 

 

SAMBUNGAN TABEL 5.1
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BAB VI 

INDIKATOR  KINERJA  OPD 

Penetapan indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan digunakan untuk 

mengatur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat 

dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator 

kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting 

untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan 

merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja 

akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi 

organisasi yang diharapkan di masa mendatang. 

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran 

organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, 

indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, 

haruslah ditetapkan dengan hati-hati dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi 

secara riil. 

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut, maka guna dapat 

mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman diperlukan penetapan indikator kinerja 

SKPD dalam bentuk penetapan indikator kinerja program dan kegiatan sebagai indicator kinerja 

utama (key performance indicator). 

Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka 

indikator kinerja SKPD ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan 

upaya pencapaian sasaran Program dan Kegiatan SKPD, (2) menggambarkan hasil pencapaian 

program SKPD yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan 

prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban 

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. 

Secara rinci, penetapan indikator kinerja Satuan Kerja Perangkar Daerah (SKPD) Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut : 
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Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umumdan Tata Ruang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. 

 

No. Program Utama Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Output 

1 2 3 4 5 

1. Pembangunan Jalan dan 
jembatan 

Meningkatnya fungsi Prasarana 
Jalan / Jembatan, tersedianya 
design perencanaan dan 
kelengkapan Dokumen lelang 

Jumlah jalan dan jembatan yang 
direncanakan, dibangun  dan 
dikembangkan 

Tersedianya design perencanaan dan 
kelengkapan Dokumen lelang 
Terbukanya jalan baru dan 
meningkatnya kualitas jalan yang telah 
ada 

2. Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Jalan dan Jembatan 

Meningkatnya mutu dan 
kwalitas Prasaran Jalan dan 
Jembatan, tersedianya design 
perencanaan dan kelengkapan 
Dokumen lelang 

Jumlah jalan dan jembatan yang 
direncanakan, direhabilitasi / 
dipelihara 

Lancarnya arus transportasi dan 
pendeknya waktu tempuh 

3. Pembangunan dan 
Pengelolaan Jaringan Irigasi, 
Rawa dan Jaringan 
Pengairan Lainnya 

Meningkatnya fungsi Jaringan 
Irigasi, Rawa dan Jaringan 
Pengairan Lainnya, tersedianya 
design perencanaan dan 
kelengkapan Dok. lelang 

Jumlah design perencanaan Teknis 
Pembangunan Jaringan Irigasi, 
Rawa dan Jaringan Pengairan 
Lainnya  

- Tersedianya design perencanaan dan 
kelengkapan Dokumen lelang 

- Terpeliharanya jaringan irigasi dan 
terjaminnya kebutuhan air untuk 
pertanian 

4. Pengendalian Banjir Meningkatnya fungsi Sungai 
dan terkendalinya banjir 

Jumlah Alur Sungai yang dipelihara Rasa aman bagi masyarakat terhadap 
bencana disekitar lokasi sungai 

5. Pengembangan Kinerja 
Pengelolaan Air Minum dan 
air limbah 

Meningkatnya fungsi dan 
kwalitas  air limbah 

Jumlah sarana air limbah yang 
terbangun dan terpelihara 

Terpelihara dan meningkatnya derajat 
kesehatan masyarakat  

6. Pengembangan 
WilayahStrategis dan Cepat 
Tumbuh 

Meningkat dan berkembangnya 
wilayah strategis dan cepat 
tumbuh 

Jumlah wilayah strategis dan cepat 
tumbuh dikembangkan 
 

Tersedianya design perencanaan dan 
kelengkapan Dokumen lelang 
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7. Pembangunan Insfrastruktur 
Perdesaan 

Meningkatnya fungsi 
Infrastruktur Perdesaan 

Jumlah insfrastruktur perdesaan 
yang terbangun 

Terbangun dan terpeliharanya 
infrastruktur Perdesaan dan fasilitas 
umum lainnya 

8. Pengembangan Perumahan Meningkatnya porsentase 
pengembangan perumahan. 

Jumlah perumahan yang terbangun  Terpelihara dan meningkatnya derajat 
kesehatan masyarakat  

9. Lingkungan Sehat 
Perumahan 

Meningkatnya fungsi dan 
kwalitas  lingkungan sehat 
perumahan. 

Jumlah lingkungan sehat 
perumahan yang terbangun dan 
terpelihara 

Terpelihara dan meningkatnya derajat 
kesehatan masyarakat  

10. Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Meningkatkan fungsi sarana / 
prasarana penunjang Aparatur  

Jumlah sarana / prasarana 
Aparatur dan fasilitas umum 
lainnya yang ditingkatkan, 
dibangun dan dipelihara 

- Tersedianya sarana / prasarana 
Perkantoran. 

- Tersedianya kekurangan  peralatan 
dan mesin 

11. Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Kebinamargaan 

Meningkatkan fungsi sarana / 
prasarana Kebinamargaan  
 

Jumlah sarana / prasarana 
Kebinamargaan yang dibutuhkan, 
dibangun, ditingkatkan dan 
dipelihara 

-Terpeliharanya alat2 berat 
kebinamargaan  penunjang tupoksi 
bidang Bina marga. 

-Tersedianya alat-alat laboratorium 
kebinamargaan yang memadai 

12. Penataan penguasaan, 
pemilikan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah 

Meningkatnya fungsi dan 
kwalitas  tanah untuk 
kepentingan umum 

Jumlah tanah untuk kepentingan 
umum yang terbangun dan 
terpelihara 

Tersedianya tanah untuk kepentingan 
umum 

13. Pelayanan Administrasi 
Perkantoran  
 
 

Meningkatkan fungsi sarana / 
prasarana penunjang Aparatur  

Jumlah pemenuhan terhadap biaya 
jasa sarana / prasarana penunjang 

- Terpenuhinya  Pembiayaan 
Administrasi Perkantoran 

-Terpelihara dan lengkapnya sarana / 
prasarana perkantoran 

-Terlaksananya perjalanan dinas untuk 
berkoordinasi, konsultasi, monitoring 
dan evaluasi dalam rangka percepatan 
pertumbuhan pembangunan daerah 
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2. Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Meningkatkan Disiplin Pegawai Jumlah sarana / prasarana 
Aparatur yang ditingkatkan 

Tercapainya prosentase pemenuhan 
PDH aparatur 

3. Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja & Keuangan SKPD 

Meningkatnya sistem 
pelaporan capaian kinerja dan 
Keuangan SKPD 

Jumlah peningkatan 
pengembangan sistem pelaporan 
capaian kinerja dan Keuangan 
SKPD 

Tersedia dan terukurnya  Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar relaisasi 
kinerja SKPD 

 

 

Menyetujui 

BUPATI PASAMAN 

 

 

 

YUSUF  LUBIS 

 

Lubuk Sikaping,     Januari 2017 
 

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 
KABUPATEN PASAMAN 

 

 
Drs. YASRI URIPSYAH, M.Si 

NIP. 19650123 199308 1 001 
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BAB VI 

 PENUTUP 

 

Demikian Rencana Strategis tahun 2016–2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Kabupaten Pasaman ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman selama lima tahun kedepan dengan 

berpedoman dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  ( RPJMD ) 

Tahun 2016-2021 Kabupaten Pasaman. 

Kami sadari dan rasakan bahwa dalam menyelesaikan penyusunan Renstra ini masih 

banyak terdapat kekurangan disana-sini, namun dalam upaya penyempurnaan akan dilakukan 

revisi apabila terdapat ketidak sesuaian dalam pelaksanaannya.  

 

Lubuk Sikaping,     Januari 2017 

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA 
RUANG KABUPATEN PASAMAN 

 

 
Drs. YASRI URIPSYAH, M.Si 

NIP. 19650123 199308 1 001 
 

 

 

 

 

 

 

 


